BAB IlI

PENUTUP

A. Simpulan
Dasar Pertimbangan Hukum oleh majelis terhadap Pencabutan Hak

Politik yaitu Hak dipilih dalam jabatan publik dalam Putusan Mahkamah
Agung Nomor 1885 K/Pid.Sus/2015 kurang tepat berdasarkan Pasal 38
KUHP dimana Pencabutan Hak Politik tersebut tidak ada jangka waktunya
atau lama batasan pencabutan hak tersebut. Karena dalam hal Pencabutan
Hak Politik sudah diatur jangka waktunya atau lama batasan pencabutan
yakni dalam Pasal 38 KUHP Ayat (1) ke-2 bahwa Pencabutan Hak tertentu
dalam hal pidana penjara tertentu atau pidana kurungan, maka lamanya
pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun setelah
selesai masa pidana pokoknya. Hal ini juga diperkuat dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUUV11/2009 24 Maret 2009 menetapkan
bahwa hukuman Pencabutan Hak Politik ada batasan pencabutan haknya
hanya berlaku sampai lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukuman

pidana pokoknya.

B. Saran
Pengaturan hukum mengenai pencabutan hak politik atau hak

memilih dan hak dipilih dalam jabatan publik seharusnya lebih
dikhususkan, mengingat semakin meningkatnya kasus tindak pidana
korupsi yang dilakukan oleh orang yang mempunyai latar belakang berilmu

dan berpendidikan serta mempunyai jabatan publik. Sudah sepantasnya
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pengaturan hukum mengenai Pencabutan Hak Politik berupa hak memilih
dan dipilih dalam jabatan publik diperbaiki dan diubah. Pengaturan hukum
tentang Pencabutan Hak Politik yang harus ditambah lagi yaitu mengenai
Kriteria pejabat publik yang dapat dicabut Hak Politiknya dan Pejabat Publik

yang mana saja yang bisa Hak Politiknya dicabut.
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